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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan 

penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila 

pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan 

sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan 

dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan 

berdampak bagi kesehatan masyarakat. Sampah telah menjadi permasalahan 

nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan 

komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. 

Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat 

kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Kerusakan lingkungan 

merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu 

tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan dan pencemaran 

lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia.1Sampah telah 

menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan 

secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan 

pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan 

efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. 

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian 

                                                           
1Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah 

MadaUniversity Press, 1999), hal. 4. 
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hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-

Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk 

mengurangi masalah sampah di Indonesia. Upaya pengelolaan sampah juga 

kerap mengalami kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa 

masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta besarnya biaya 

pengelola persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada 

pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPS). Biaya tersebut 

semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk sehingga 

produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena itu, efektivitas 

pengelolaan sampah di lapangan harus selalu ditingkatkan. 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mempunyai Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Persampahan. Menurut peraturan ini sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat yang diambil dari rumah 

tangga atau domestik. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang berkaitan 

dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, 

pemindahan, dan pengangkutan, pengelohan pembuangan sampah dengan cara 

yang merujuk pada dsar-dasar terbaik mengenai kesehatan masyarakat, 

ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan pertimbangan lingkungan yang lain, 

dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.2 

Pengelolaan persampahan di Tulungagung berdasarkan Perda no 19 

tahun 2010 ini menggunakan metode sanitary landfill yaitu dengan cara 

                                                           
2 Peraturan Daerah kabupaten tulungagung tentang pengelolaan persampahan No 19 

Tahun 2010  
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menimbun sampah di dalam tanah. Dengan cara ini tidak dapat mengurangi 

volume sampah yang dihasilkan setiap pembuangan ke TPS Segawe. Hal ini 

memicu kepadatan sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah dan 

mengurangi keindahan lingkungan sekitar. Sampah merupakan salah satu 

permasalahan yang harus segara ditangani oleh Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung. Meskipun banyak sampah dibuang di sembarang tempat 

ataupun dibuang ke sungai, sehingga tidak terangkut dinas kebersihan kota ke 

tempat pembuangan akhir (TPA), sebagian besar sampah yang dibuang ke 

TPA juga tidak bisa terurai. Ini mengakibatkan tumpukan sampah di TPA 

makin lama makin menggunung, dan lambat laun TPA ini tidak lagi 

menampung sampah yang ada, sehingga harus dicarikan TPA yang baru. 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung mencatat, volume sampah 

di Tulungagung yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe 

telah mencapai 80 hingga100 ton setiap hari. Volume sampah ini meningkat 

seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya pengetahuan warga 

tentang cara mengelola sampah. Sebagian besar warga, langsung membuang 

sampah tanpa mengetahui jenis sampah dan kegunaannya. Padahal, ada 

beberapa jenis sampah yang apabila dikelola akan mempunyai nilai 

ekonomi.Volume sampah yang diangkut ke TPA Segawe setiap hari mencapai 

80 sampai 100 ton. Dari total sampah yang diangkut ke TPA, sampah plastik 

menyumbang sekitar 30 sampai 40 persen, kata Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Tulungagung bapak Sukaji.3Dinas Lingkungan Hidup 

                                                           
3http://www.adakitanews.com/volume-sampah-di-tulungagung-100-ton-per-hari 

http://www.adakitanews.com/volume
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(DLH) Kabupaten Tulungagung akui kekurangan truk pengangkut sampah 

dari tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) menuju ke tempat 

pengumpulan sampah akhir (TPA).  

Saat ini DLH mempunyai 16 alat angkut sampah. Jumlah itu jauh dari 

kebutuhan ideal yang mencapai 30 kendaraan angkut sampah. "(truck) arm 

roll kita punya 11, dump truck 5," kata Kepala DLH,4 Sukaji beberapa waktu 

lalu. Idealnya dengan luas Tulungagung yang mencapai 1.056 km persegi, 

kebutuhan arm roll sekitar 20 unit dan dump truck 10 unit.  Arm roll adalah 

truck pengangkut sampah yang dilengkapi dengan hidrolisis untuk menaikan 

bak sampah yang terbuat dari besi ke atas truck. Sebagian arm roll yang 

dimiliki sudah berusia tua. Terakhir pengadaan arm roll dilakukan pada 2018 

lalu.  Itupun cuma 4 arm roll dan 1 dump truck. "Tahun lalu kita dapat 4 arm 

roll dan 1 dump truck," Imbuhnya lebih lanjut. Padahal jumlah sampah yang 

harus diangkut setiap harinya mencapai 70 ton sampah perharinya. Setiap arm 

roll dan dump truk sekali jalan bisa membawa 800 kg hingga 1 ton 

sampah. Sampah itu berasal dari 80 TPS yang tersebar di wilayah 

Tulungagung. Sukaji memperkirakan, banyaknya desa yang membangun TPS 

dengan menggunakan Dana Desa bakal membuat pihaknya kewalahan. "Jika 

tiap desa ada TPS kita akan kewalahan,  kita kurang sarana dan personel," 

tambah Sukaji. 

Disahkanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 19 Tahun 

2010 tentang pengelolaan persampahan menjadi pedoman bagi pemerintah 

                                                           
4http://www.batutimes.com/baca/14003/20190226/190400/dlh-tulungagung-kekurangan-

kendaraan-angkut-sampah/ 

http://www.batutimes.com/baca/14003/20190226/190400/dlh-tulungagung-kekurangan-kendaraan-angkut-sampah/
http://www.batutimes.com/baca/14003/20190226/190400/dlh-tulungagung-kekurangan-kendaraan-angkut-sampah/
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Kabupaten Tulungagung untuk mencapai tujuan pengelolaan yang optimal. 

Peraturan daerah tersebut menjamin kepastian hukum, kejelasan tanggung 

jawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia 

usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. Dengan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Pengelolaan 

Sampah di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perda No 19 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Persampahan dan Perspektif Fiqih Siyasah”. 

 B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung? 

2. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan 

Perda No 19 Tahun 2010? 

3. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan 

Fiqh Siyasah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung 

2. Untuk menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung 

berdasarkan Perda No 19 Tahun 2010 

3. Untuk menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung 

berdasarkan Fiqh Siyasah 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

  Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

dan perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan .Sebagai 

pemikiran dalam bidangIlmuHukum mengenai pelaksanaan peraturan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah dan Aparat yang Berwenang 

 Manfaat penelitian ini bagi pemerintah dan aparat yang 

berwenang adalah agar pemerintah dapat bertindak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.serta diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi  

pemerintah di Kota Tulungagung. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan topik maupun objek yang sama. Menambah wawasan 

mengenai implementasi peraturan pemerintah serta praktik 

pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Tulungagung dan 

memperluas pengetahuan yang sesuai dengan syari’at Islam bagi 

peneliti selanjutnya. 

c. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan penelitian ini sanggup memberikan tambahan 

informasi yang lengkap mengenai bagaimana dampak dari 

pengelolaan sampah yang tidak sesuai serta menyadarkan akan 

pentingnya kesehatan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan. 
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E.   Penegasan Istilah 

 Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang 

saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula 

menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu 

permasalahan yang tidak diinginkan.Sesuai dengan judul skripsi yaitu 

“Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perda No 19 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Perspektif Fiqih 

Siyasah”. Maka perlu dijelaskan maksud dan pengertian istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi tersebut, antara lain: 

1. Konseptual 

a. Pengelolaan Sampah adalah proses atau cara mengolah, sedangkan 

sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) 

maupun kering (anorganik) yang sudah tidak terpakai lagi.5 

b. Perda Kabupaten Tulungagung no 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Persampahan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan 

Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota . Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan 

pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

                                                           
5Gibson L James, Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses, (Jakarta: 

Erlangga, 1986), hal. 27. 
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan6, sebagai berikut : 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

c. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah7 merupakan salah satu ruang 

lingkup fiqih siyasah yang di dalamnya membahas lembaga negara yang 

dibentuk untuk menjalankan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan 

melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah. Majlis Tanfidz  ini yang bertugas 

menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat 

kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi 

kemaslahatan umat.  

2. Penegasan Operasional 

Secara operasional maksud dari judul “Pengelolaan Sampah di 

Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perda No 19 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Persampahan dan Perspektif Fiqih Siyasah” ini adalah sebuah 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif untuk menganalisis 

pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulungagung, pengelolaan 

persampahan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perda No 19 Tahun 

2010, dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulungagung 

berdasarkan Fiqh Siyasah. 

 

                                                           
6 Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
7 Ibnu Syarif, Mujar, Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: 

Erlangga, 2010), hal. 16 
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan atau sering juga dipakai istilah sistematika 

penyajian, dalam penulisan skripsi ini bersifat kualitatif yakni berisi sajian 

tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun 

dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi. Agar dalam 

penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran uraian yang sistematis, maka 

sistematika penulisan ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yang disusun sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang 

masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, sistematika pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas mengenai pengelolaan 

sampah, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No 19 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, konsep fiqih siyasah, dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III Metode dan jenis penelitian dalam bab ini meliputi jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian,  kehadiran peneliti,  jenis dan sumber 

data, tehnik pengumpulan data, analisa data, teknik pengecekan keabsahan data 

dan tahap-tahap penelitian 

BAB IV Paparan data/ temuan penelitian, dalam bab ini akan diuraikan 

data-data hasil penelitian terkait pengelolaan sampah di Kabupaten 

Tulungagung, pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan 
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Perda No 19 Tahun 2010, dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung 

berdasarkan Fiqh Siyasah. 

BAB V Pembahasan, bab ini membahasan mengenai pengelolaan 

sampah berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung no 19 tahun 2010 dan 

pengelolaan sampah di Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah 

BAB VI Penutup berisikan kesimpulan dan saran setelah penelitian. 


